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BAB I

PENDAHULUAN

L1. Latar Belakang

Perkembangan desain industri garmen di Indonesia sangat dipengaruhi
oleh faktor perdagangan, industri, investasi dan teknologi, sehingga dalam praktik
perlindungan terhadap pemegang hak kekayaan intelektual (khususnya pendesain)
sangat dibutuhkan. Keberadaan produk-produk illegal yang banyak dipasaran
dengan harga murah dan memiliki kualitas baik dapat menjadi bukti nyata
kurangnya perlindungan terhadap pendesain, selain keberadaan sikap masyarakat
yang memandang bahwa fitur produk tidak lagi faktor yang paling penting dalam
keputusan pembelian, tetapi inovasi produk, desain produk, harga produk dan
kemudahaan untuk mendapatkan produk telah menjadi faktor penting dalam
menentukan arah perlindungan desain industri garmen dari tindak pidana di
Indonesia.'

Indonesia telah ikut serta dalam perlindungan hak atas kekayaan
intelektual yang diwujudkan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam World
Trade Organization (WTO) yang ditandai dengan diratifikasinya Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia) oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994,

] Perkembangan desain industri dunia dimulai sejak tahun 90-an pada abad 20 yang ditandai
dengan perkembangan pesat di bidang teknologi _infor.maSi,‘ ‘pasar yang  kompetitif,
perkembangan produk industri, pcrubahaq produk mekanik dari tradisional ke integrasi mekanik
listrik dan perkembangan produk elektronik

1




Dalam menunjang keanggotaan di WTO, Indonesia telah melakukan
ratifikasi terhadap Paris Convention Jor the Protection of Industrial Property
1883 (Konvensi Paris) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, dan
ikut  sertanya Indonesia dalam The Hague Agreement Concerning the
International Deposit of Indutrial Design (London Act 1934) pada tanggal 24
Desember 1950. Konvensi Paris mengatur perlindungan hukum di bidang hak atas
kekayaan intelektual, seperti desain industri (industrial design) yang secara
khusus diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris, serta Pasal 25 dan Pasal 26
Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
memiliki tujuan mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara
khusus dan progresif; selain meningkatkan perdagangan dan investasi yang saling
menguntungkan bagi setiap pihak. TRIPs dibentuk karena pada dewasa ini telah
meningkatnya perdagangan dengan merek-merek tiruan dan karya-karya cipta
tiruan, sebagai akibat kemajuan teknologi replikasi, meningkatnya arus
perdagangan internasional dan meningkatnya kerugian yang diderita oleh negara-
negara pemilik karya cipta.”

Mengadopsi seluruh ketentuan yang terdapat pada TRIPs untuk Negara
Indonesia, dianggap sebagai keputusan yang kurang tepat, karena ketentuan-
ketentuan yang terdapat pada TRIPs dianggap lebih mengakomodasi kepentingan-
kepentingan negara- negara maju, khususnya negara-negara barat. Salah satu sifat

perlindungan hak atas kekayaan intelektual pada TRIPs yang tidak sesuai dengan

2 Tamotsu Hozumi, ASIAN Copyright Handbook, ACCU dan Ikapi, Jakarta, 2006, him. 65-85.



nilai budaya masyarakat di negara-negara berkembang, ialah mengutamakan
kepentingan individy daripada kepentingan masyarakat>

Permasalahan dalam praktik, hak atas kekayaan intelektual semakin

kompleks, karena tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu, tetapi
merupakan masalah politik dan ekonomi, sehingga permasalahan hak atas
kekayaan intelektual bukan hanya menjadi masalah bidang hak atas kekayaan
intelektual, tetapi telah menyangkut dengan bidang ekonomi dan politik yang
berhubungan dengan banyaknya kepentingan di bidang hak atas kekayaan
intelektual,’ selain permasalahan hak atas kekayaan intelektual selalu berkembang
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.’

Terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desain Industri, sejak tanggal
20 Desember 2000, telah menjadikan desain industri sebagai salah satu bagian
dari hak atas kekayaan intelektual yang harus mendapatkan perlindungan hukum,
sehingga pendesain akan dapat selalu berkarya dan mendapatkan keuntungan
ekonomis dari setiap hasil karya yang telah diciptakannya, selain negara yang
akan mendapatkan pendapatan nasional dari pemanfaatan ekonomi yang

terkandung dalam hak atas kekayaan intelektual, meskipun karya-karya desain

ermnan ang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Penerbit KOMPAS, Jakarta, 2007,

- 96 (I{?h:tijr;: gl.lP. %ili Tjﬁadi, Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan
him. ,at)fKategoris, Kanisius & BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1991, him. 34. ‘

4 rlxtinf}fammad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya

i Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 8.

4 ‘r{I i Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Mandar Maju,
ent ’

Bandung, 2002, hlm. 123.



industri yang terdaftar masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah produk
yang dikeluarkan dalam industri dalam negeri.®

Menurut Emawatj Junus sebagai Direktur Hak Cipta, Desain Industri,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Departemen Kehakiman
dan HAM mengakui besarnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan
desain industrj yang dapat dilihat darj jumlah pendaftaran desain industri yang
hanya mencapai angka 8000 aplikasi dan hanya 49 aplikasi berasal dari Usaha
Kecil dan Menengan (UKM), sedangkan pemohon dari Iuar negeri sebanyak 14
persen dan 86 persen berasal dari dalam negeri.’

Pembentukan Undang-Undang Desain Industri memiliki tujuan untuk
memberikan sejumlah hak dan kewajiban kepada pendesain, selain dimaksudkan
untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif dalam mencegah
berbagai bentuk pelanggaran, seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas
suatu desain industri terkenal yang merupakan hak eksklusif bagi pendesain.
Melalui hak eksklusif, pendesain/ pemegang hak desain industr dapat
mempertahankan haknya kepada siapa saja yang berusaha menyalahgunakan,
selain memiliki hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk
kepentingan pribadi atau perusahaan yang dimilikinya, dengan syarat tidak
bertentangan dengan kepentingan umum.®

Desain industri diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,

atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya

B Eddy Damian, Wawancara dengan Kompas dalam rubrik Sosok dan P
Bersifat Komunal, pada tanggal 6 Oktober 2007, him. 5. .

7 http://mvw.sinarharapan.co.id/ekonomx/mdustrll2003/0_9lO/mdl.html.

¥ Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan
Bebas, Grasindo, Jakarta, 2004, him. 4.

emikiran, Bangsa ini



yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan
tangan.’ Desain industri garmen pada hakikatnya tidak dapat hanya dilindungi
oleh Undang-Undang Desain Industri, karena pada perkembangannya desain
industri garmen memiliki karakteristik khusus yang dapat dijadikan sebagai sarana
pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Tindak pidana terhadap desain industri garmen telah menyangkut aspek
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari beragam sisi perlindungan
hukum, karena desain pada hasil industri garmen sangat menyangkut
perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang perlindungan hak cipta, hak
merek, hak desain industri dan hak atas paten, seperti hak cipta yang diartikan
sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan istilah ciptaan yang
dimaksud dapat diartikan sebagai hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan

keasliannya yang diantaranya jalah, seni dalam semua bentuk yang merupakan

unsur dasar pembentuk dari desain industri garmen. 19

Kata “garmen” yang melekat pada desain industri garmen, pada

hakikatnya diartikan sebagai produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan

tangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, selain

9 pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.
10 ndang-Undang Hak Cipta.



kata garmen yang hakikatnya diartikan sebagai produk dari hasil desain industri,
sebagaimana isi penjelasan dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
Tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa, desain produk industri sebagai
hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri,
sedangkan perlindungan hukum desain produk industri, adalah suatu larangan
bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk
industri yang telah diciptakan serta telah terdaftar.

Dalam praktik, pelaksanaan perlindungan terhadap desain industri garmen
masih dihadapkan pada budaya hukum masyarakat yang tidak keberatan, apabila
hasil desainnya ditiru oleh pihak lain, seperti pada budaya masyarakat Bali yang
 tidak merasa keberatan atas tindak peniruan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi
masyarakat Bali merasa bangga, karena dianggap karya yang diciptakannya
sangalt menarik.'!

Kasus desain industri garmen yang masuk ke dalam yuridiksi hukum hak
cipta pada kasus antara PT. Sri Rejeki Lestari Isman Tex (Sritex) dengan empat
pengusaha kecil di Cirebon, yaitu Batik Sinar, Gunung Jati, H. Ibnu Hajar dan H.
Hasina yang memproduksi batik Golkar. Batik Golkar yang diproduksi oleh
empat pengusaha tersebut disita dengan alasan menjiplak desain industri PT.
Sritex, sehingga PT. Sritex melakukan tuntutan berdasarkan pelanggaran hak

cipta, karena pada saat itu belum ada Undang-Undang Desain Industri ke

Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon, Jawa Barat."?

11 . A 8
Ranti Fauza Mayana, Op.cif, him. 8. _ - . ’
12 Afrillyanna Purba; Gazalba Saleh; Andriana Krisnawati, TRIPs — WTO & Hukum HKI

Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 2005. him. 80.



Pasca berlakunya Undang-Undang Desain Industri tindak pidana desain

industri garmen dapat dilihat dari kasus antara PT. Honda dengan PT. Dian Karya
dengan cara melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati
bersama. PT. Honda memesan seragam ke perusahaan garmen lainnya, tetapi tetap
menggunakan desain yang diciptakan oleh PT. Dian Karya. Berdasarkan
perjanjian, PT. Honda dilarang untuk menggunakan desain dari PT. Dian Karya,
apabila PT. Honda tidak menggunakan jasa dari PT. Dian Karya atau tidak
memproduksi seragam di PT. Dian Karya. Tindak pidana yang terjadi tidak dapat
diproses secara hukum, mengingat lemahnya hukum di bidang perlindungan
desain industri garmen.'?

Keberadaan Undang-Undang Desain Industri yang telah berlaku tetap
dianggap belum mampu diterapkan pada permasalahan-permasalahan tindak
pidana desain industri garmen yang terjadi, karena tindak pidana desain industri
garmen yang terjadi selalu didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta yang ada,
meskipun secara juridis pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta kurang tepat.
Hal ini dapat dilihat dalam kasus tindak pidana desain industri garmen yang
dilakukan oleh tiga (3) perusahaan terhadap desain Ghea Sukasah, yaitu Batik
Kasmaji yang meniru motif kerang, batik Ratu Dunia yang meniru motif tikar dan
batik Alitex Solo yang meniru motif jumputan pastel.' A | ({ )

Prinsip hukum pidana yang men}berikan perlindu’ngati te’énadap desain
industri garmen, ialah prinsip nulum/c/ielictum, noela poena sine previa lege

poenali yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

13 Data primer diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

' Happy S dan Kastoyo Ramelan, Menggugat Jumputan menuntut, |
http://majalah. tempointeraktif.com/id/email/1988/09/24/HK/mbm. 19880924. HK28293.id.html



selanjutnya disebut sebagai KUHP yang berarti, suatu perbuatan tidak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana
yang telah ada, tetapi apabila terdapat perubahan dalam perundang-undangan
setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang
paling menguntungkan terdakwa.
Tindak pidana terhadap peniruan atas karya desain industri garmen sangat
sulit untuk diggolongkan pada suatu tindak kejahatan atau suatu tindak
pelanggaran, karena desain industri garmen memiliki karakteristik khusus sebagai
tindak kejahatan dan sebagai tindak pelanggaran. Tindak kejahatan merupakan
tindakan yang bertentangan dengan tata hukum, bersifat jahat dan memiliki akibat
yang meluas terhadap kepentingan umum, meskipun belum diatur di dalam
undang-undang, sedangkan tindak pelanggaran merupakan tindakan yang
melawan hukum setelah ada undang-undang, meskipun memiliki akibat yang
tidak terlalu meluas pada masyarakat. CU«’7 LLQ( \>
Akibat prinsip legalitas yang dianut oleh Pasal 1‘ KUHP, hukum dianggap
kurang melindungi kepentingan kolektif (collectieve belangen), karena
memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan
kejahatan, tetapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
yang dianut pada asas legalitas merupakan konsep mala in prohibita (suatu

perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan mala in se (suatu

perbuatan dianggap kejahatan karena tercela)."

. i, Di i Histori i i 2005, diakses pada

15 A Ahsin Thohari, Dimensi Historis Asas Retroak‘uf, Kompas,' 19 Fcbruan 2005,

l:tp://fefonnasihuhxm org,/konten.php?nama=Pennlu&op=detaxl _politik_pemilu&id=17, 10
Februari 2010 07:30 WIB.



Moeljatno menjelaskan bahwa, hukum pidana merupakan hukum yang
memberikan aturan-aturan dan dasar-dasar mengenai tindakan apa yang tidak
boleh dilakukan dan dilarang, sehingga orang yang melanggar larangan
dikenakan sanksi pidana.' Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spiritual, serta hukum pidana
harus digunakan untuk mencegah atau mengatasi tindakan-tindakan yang tidak
dikehendaki dan dapat berakibat kerugian kepada masyarakat."”

Penyelesaian dari tindak pidana desain industri garmen, ialah hukum mana
yang dapat diterapkan sebagai perlindungan terhadap desain industri garmen, baik
perlindungan dari hukum pidana maupun perlindungan dari hukum perdata. Setiap
korban dari tindak pidana desain industri garmen harus dapat dilindungi secara
hukum, meskipun undang-undang yang mengatur desain industri garmen tidak
ditemukan di Indonesia.'®

Permasalahan terhadap perlindungan desain industri garmen, ialah
banyaknya pelanggaran terhadap hak eksklusif pendesain atas produk garmen
yang disebabkan tidak adanya dan tidak jelasnya peraturan perundang-undangan
yang mengatur secara kongkrit terhadap perlindungan desain industri garmen,
selain disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan etika

penggunaan kekayaan intelektual serta sistem birokrasi mengenai pendaftaran dan

16 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta , 2002.

17 gudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him. 36-40.

18 penulis tidak menemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai
desain industri garmen, sesuai perlindungan yang telah diatur dalam WTO. Lihat Bagir Manan,
Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

1994, him. 7.
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sistem penegakan hukum terhadap perlindungan desain industri garmen yang
tidak mendukung,

Permasalahan lain dalam perlindungan desain industri garmen ditemukan
pada banyaknya kesalahan dan kelalaian birokrasi dalam proses pendaftaran dan
penilaian terhadap desain industri yang didaftarkan, sehingga menyebabkan
terdaftarnya karya-karya desain industri lama, karena pendaftaran terhadap desain
industri di Indonesia tidak menganut pemeriksaan yang subtantif seperti
pendaftaran paten atau merek. Hal ini berbeda dengan penerapan sistem
pendaftaran desain industri pada negara-negara lain seperti Negara Korea yang
telah menerapkan sistem fully examination atau pemeriksaan secara penuh yang
dinilai lebih efektif dalam mengatasi bentuk-bentuk tindak kecurangan dalam
mendapatkan perlindungan. Fully examination mengharuskan setiap pengajuan
permohonan hak desain industri untuk diperiksa mengenai latar belakang produk
yang akan didaftarkan.”

Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia didasarkan atas ketentuan
first to file, dalam arti siapa yang mendaftar lebih dulu, maka ia yang dianggap
sebagai pemilik desain tersebut, sedangkan di negara-negara lain didasarkan atas
ketentuan first to invent, dalam arti yang memiliki hak atas desain adalah penemu
desain tersebut yang harus didukung dengan dokumentasi tentang proses
penemuan suatu produk atau desain yang didaftarkan.

Permasalahan sistem pemberian perlindungan desain industri yang

diberikan kepada semua pemohon pertama, apabila tidak ada yang mengajukan

19 Ermawati, hup;//www.sinnrharapan.co.id/ekonomi/ industri/2003/0910/ind 1. html.
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keberatan dan desain industri yang didaftarkan merupakan desain industri yang
baru serta bukan desain industri yang sudah lama,”° karena bertentangan dengan
pandangan para ahli hukum, seperti Ranti Fuza Mayana yang menjelaskan bahwa,
dalam menentukan unsur baru atau tidaknya suatu desain merupakan hal yang
sulit, karena persepsi baru bagi masyarakat industri dapat berbeda dengan persepsi
baru menurut para pendesain,?' serta pandangan Muhammad Djumhana yang
menjelaskan bahwa, perbaikan dari desain yang lama masih dapat diberikan hak
desain yang baru, karena didalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan
perkembangan ilmu dan teknik baru serta karena secara dialektis desain terus
berkembang berputar sebagai suatu siklus tersendiri.?2

Berdasarkan permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan desain
industri garmen di Indonesia, maka belum ditemukan penelitian tentang desain
industri di bidang desain industri garmen, meskipun telah ada beberapa desertasi
yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik Tradisional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 oleh Aftiliana Purba pada
Tahun 2002, disertasi mengenai Perlindungan Hak Kepemilikan Intelektual atas
Karya Masyarakat Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan TRIPs-WTO oleh Isman Pasha, serta
disertasi mengenai Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas
oleh Ranti Fauza Mayana, schingga peneliti akan menuangkan penelitian ini

dengan judul “Perkembangan Kejahatan Di Bidang Desain Industri Garmen

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000”.

% 1bid. .
2! Ranti Fauza Mayana, Op.cit, hlm. 48. .
2 pjumhana, Muhammad and R. Djubaedillah, Op.cit, him. 220.
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1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan pada

bagian sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam
penelitian ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak eksklusif
desain industri produk garmen serta pengaturan sanksi dan ganti rugi yang dapat
diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Sejauh mana ketepatan hak ekslusif garmen masuk dalam hukum desain

industri di hubungkan dengan pengaturan pidana dalam UU 31 tahun 2000?
2.Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum hak ekslusif

desain industri garmen di Indonesia ?
3. Bagaimana prinsip perlindungan desain industri garmen yang seharusnya

diterapkan dalam mencegah terjadinya pelanggaran?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian
identifikasi masalah sebagai tujuan penelitian, penelitian ini difokuskan pada tiga
(3) masalah utama, yaitu:

1. Diketahuinya kedudukan tindak pidana desain industri garmen dalam
pengaturan pidana yang ada di UU 31 tahun 2000.

2. Dirumuskannya sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana hak ekslusif
desain industri garmen di Indonesia .

3. Ditemukannya prinsip perlindungan desain industri garmen yang seharusnya

diterapkan dalam mencegah terjadinya tindak pidana.
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1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penellitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat berguna secara
teoritis dan secara praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi
bidang studi ilmu hukum, studi ilmu hukum pidana dan studi ilmu hukum hak atas
kekayaan intelektual yang berhubungan dengan masalah tindak pidana desain
industri garmen.
2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Penelitian diharapkan agar memberikan manfaat kepada lembaga yang
terkait dengan masalah tindak pidana desain industri garmen, seperti Departemen
Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan
Intelektual, Asosiasi Desainer dan perusahan-perusahan desain industri garmen,
selain memberikan kontribusi positif bagi kalangan akademisi seperti para dosen
dan para mahasiswa, serta kalangan pemerintah seperti para pembentuk peraturan

perundang-undangan.

1.5. Kerangka Pemikiran
Hakekat pembangunan di Indonesia adalah pembentukan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang
memiliki keselarasan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek yang

memegang peranan penting adalah pembangunan di bidang ekonomi yang
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berasaskan pada suatu sistem yang berorientasi kepada sistem ekonomi Pancasila,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubun yang dimilikinya.?

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan . bahwa tujuan
pembentukan negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat
Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Cita-cita tersebut akan diwujudkan
melalui pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berencana.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan dasar bagi
tujuan Bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 33 Ayat (1) dan (4)
telah menjelaskan secara rinci, bahwa:
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional”.

Arah pembangunan perekonomian Indonesia lebih lanjut dituangkan ke
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berisi,
“Gistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

2 Rochmanto, Hukum Pajak Internasional, Modul Pelatihan Transfer Pricing yang.l-)ilakukan.
oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia,
Jakarta, 1993, him. 1.
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dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kedua Tahun 2010
hingga 2014, bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di
segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan
daya saing perekonomian, seperti mencegah berbagai praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang akan mendukung terhadap upaya
pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha dan kepastian berusaha.’* Hal ini
selaras dengan maksud dari Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menjelaskan, upaya mentransformasikan
perekonomian dari yang berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam ke
perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip
dasar mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi, sehingga
dibutuhkan cara pandang dan tindakan yang sistemik dan sistematis dalam Sistem
Inovasi Nasional (SIN).
Untuk mendukung kepentingan Indonesia, pemerintah akan meningkatkan
kerjasama dan peluang kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan,

investasi dan pembangunan, sedangkan khusus dalam bidang hukum, lebih

2 Rencana Kerja Pemerintah 2010 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RKP RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku I Bab 1-2.
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diarahkan pada pembentukan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan,
kelembagaan hukum, serta sarana dan prasarana pendukung.®

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum (rechisstaat,
government of laws ), bukan merupakan negara kekuasaan (machisstaat) yang
merupakan tempat kekuatan badan untuk melakukan kesewenangan. Negara
Indonesia merupakan suatu negara yang memandang prinsip legalitas sebagai
karakteristik yang penting, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan
hukum yang berlaku 2

Berdasarkan filosofi bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum
(rule of law), sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, hukum
harus  mengikuti proses pembangunan, karena pembangunan  yang
berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan
mengarahkan pembangunan sebagai cermin dari tujuan hukum modern.?’ Salah
satu twuan hukum yaitu keadilan berdasarkan Pancasila, yaitu keadilan yang
seimbang.28 Keadilan dapat dipandang sebagai faktor yang menuntut hukum
untuk berlaku secara umum dan faktor yang menuntut setiap hukum untuk sesuai

dengan cita-cita keadilan yang ada di masyarakat.?’

2 Tercantum dalam arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah 2010 pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RKP RPJMN) Tahun 2010-2014 bidang politik dan hukum, buku IT
Bab 5 dan Bab 7.

% Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Exlangga, Jakarta, 1980, him. 11. Lihat juga
Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 10.

o Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law, Alumni, Bandung, 1976, him. 35. Lihat juga
Ismail Sunny, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, him. 123.

2% Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,
Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 159.

% Tujuan hukum, selain menjaga keadilan dan kepastian hukum juga harus dapat menjaga sendi-
sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat, Wasis SP, Pengantar Ilmu Hukum, UMM Press,
Malang, 2002, him. 21. Lihat juga Franz Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral
Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, him. 81.
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Perlindungan terhadap para pencipta dan pemilik hak atas kekayaan
intelektual, secara filosofis telah dipengaruhi oleh Mazhab Hukum Alam (sebagai
Grand Theory) yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal
manusia yang membangun dasar perlindungan terhadap seorang individu yang
mehciptakan berbagai ciptaan kemudian memperoleh perlindungan hukum atas
Suatu ciptaan yang merupakan hak milik intelektual.®® Hal ini selaras dengan
pandangan Kant yang menjelaskan, kehendak bebas bisa tercapai akibat adanya
kemungkinan yang tidak bergantung pada semua faktor kepentingan, sehingga
untuk menundukkan diri tethadap hukum moral, kehendak tersebut dapat
menentukan hukum untuk dirinya sendiri.*!

Berdasarkan syariat Islam, agama Islam pada hakikatnya telah mengatur
dan melindungi hak atas kekayaan intelektual yang dibuktikan dengan Firman
Allah dalam Al-Quran surat An Nisa’ ayat 29 yang melarang kaum muslimin
saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka ke dua belah pihak . Menurut Hasan al-
Banna dalam Majmu’ah arsa’il ,Islam mengharamkan segala sumber usaha yang
kotor termasuk di dalamnya penipuan dan pencurian.

Agama Islam telah merumuskan sanksi yang tegas kepada setiap orang
yang melakukan tindak pidana hak atas kekayaan intelektual yang dianggap
sebagai bentuk tindak pencurian . agama Islam menentukan sanksi duniawi yang

bersifat preventif yang diatur dalam Q.S al —-Maidah (5):38 yang menerangkan,

A i ipta, Alumni, Bandung, 2002, him. 17-18.
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, ; , .
H L,orgns Bagus, Kamus Filsafat, (Cetakan II), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, him.

434-435. Lihat juga W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum (terjemahan
Sylviana Murni), Rajawali Press, Jakarta, 1990, him. 346.
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baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian maka sanksinya
adalah dengan memotong tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka
lakukan dan sebagai siksaan dari Allah,

Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam tidak membiarkan seseorang
melakukan perbuatan dosa, termasuk dalam jual beli yang merugikan konsumen,
karena konsumen tidak mendapatkan barang yang asli sesuai dengan yang
konsumen bayar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Umat Islam
berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka (syarat yang
ditentukan oleh setiap orang pemilik hak)”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menginginkan umat islam dapat
menghormati dan mengakui kreativitas para pencipta atau pemilik hak eksklusif,
sehingga  masyarakat  tidak membuat kecerobohan dengan melakukan
penjiplakan dan membuat tiruan dari karya asli seorang inovatif.

Ketegasan agama Islam dalam menghukum orang-orang yang mencuri,
telah menunjukkan pengakuan agama Islam terhadap hak milik kebendaan
seseorang, baik hak kebendaan terhadap benda yang berwujud maupun hak
kebendaan terhadap benda yang tidak berwujud), baik perlindungannya maupun
perpindahannya secara adil, sehingga agama Islam memandang tindakan mencuri
bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri, tetapi telah merugikan
masyarakat, bangsa, kemanusiaan dan termasuk tindakan yang mendholimi Allah

SWT.»

2Dalam riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihagy dan oleh Al Albany dinyatakan sebagai
its shahih. _ _
3 }l:?t‘]j)l://riedia.isnel.org/islam/Elc/FiqhHakCipta.html diakses pada 17 Maret 2010 07:39 WIB.



Perlindungan terhadap para pencipta dan pemilik hak atas kekayaan
intelektual, juga telah dinyatakan dalam isi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi
Manusia yang berbunyi, “Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk
mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang
merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh
seseorang, maka hukum berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat untuk
mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian dan kemakmuran yang dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan pandangan Roscoe
Pound yang mengatakan bahwa, law as a tool of social engineering (sebagai
Meadle Theory) yang menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan
sarana pembangunan (a tool of development), yaitu hukum dalam arti kaidah atau
peraturan hukum yang difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur
pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang
dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.34

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan, pengertian hukum dalam
masyarakat yang sedang membangun, ialah hukum tidak hanya merupakan
perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam
masyarakat, tetapi harus mencakup lembaga (institution) dan proses (process)

yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataannya.*

34 [otilah *tool” diartikan oleh Mochtar sebagai sarana bukan sebagai alat. Mochtar |
Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, him.

88. | o
3% Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta,

Bandung, 1976, him. 15.



20

Hukum yang telah diciptakan untuk tujuan perlindungan terhadap hak atas
kekayaan intelektual (khususnya perlindungan terhadap desain industri garmen),
maka hukum harus memenuhi faktor-faktor penentu agar hukum yang telah
diciptakan tersebut dapat ditegakan. Friedman menjelaskan, ada empat (4) konsep
pelaksanaan hukum yang telah dibentuk dalam praktik, yaitu:*

1. Struktur Hukum (Legal Structure) yang merupakan tubuh, kerangka,
bentuk abadi dari suatu sistem

2. Substansi Hukum (Legal Substance) yang merupakan aturan-aturan dan
norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga,
kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam system.

3. Budaya Hukum (Legal Culture) yang merupakan gagasan-gagasan, sikap-
sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan setiap pendapat tentang
hukum.

4. Dampak Hukum (Legal Impact) yang merupakan dampak dari suatu

keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat >’

Perlindungan terhadap desain industri garmen, tidak dapat dilepaskan
dengan hukum pidana yang menjiwai setiap peraturan perundang-undangan pada
bidang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, karena pada hakikatnya,
hukum pidana merupakan salah satu instrumen pengaturan dan perlindungan dari

berbagai kepentingan secara seimbang di antara kepentingan pemerintah atau

36 | awrence M. Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977,
hlm. 6-7. ‘

37 Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and
how it affects our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, him. 16.
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negara, kepentingan masyarakat atau kolektivitas, serta kepentingan individu atau
perorangan (termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak
pidana). Hukum pidana dapat dijadikan sebagai instrumen pengaturan dan
perlindungan dari berbagai kepentingan secara seimbang, sehingga hukum pidana
harus dibentuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial 3

Berdasarkan(Pasal ld\l/cUHIT“;Sua p} b’lgtan tidak dapat dipidana,

kecuali berdasarkan tati ketentuan perundang-undangan pidana yang telah

ada”. Berdasarkan konstruksi konseptual dari undang-undang hak atas kekayaan
intelektual di Indonesia, sanksi hukum pidana selalu melekat pada undang-undang
tersebut dengan beragam unsur delik pidana dan kualifikasi delik yang
dikandungnya, sehingga ketentuan-ketentuan pidana dapat dijadikan sebagai dasar
pencegahan (antisipatif) dan pemulihan (represif) terhadap tindakan menyimpang
yang merugikan bagi para pemilik hak intelektual.

Ketentuan perlindungan KUHP terhadap hak atas kekayaan intelektual,
dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP yang berisi, “Barang siapa mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan
ratus rupiah”, serta Pasal 363 ayat satu (1) huruf (d) KUHP yang berisi bahwa,
“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Jjika pencurian yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih” (dasar hukum lex generalis ketentuan tindak

pencurian di Indonesia).

3 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995, him. 9.
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Untuk merumuskan suatu tindakan merupakan jenis kejahatan ataukah
hanya suatu tindakan yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan undang-undang, maka ada faktor-faktor yang dapat
menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan, baik kejahatan
dalam pandangan ekonomi (economic crime), sosial (social crime) hingga
kejahatan politik (political crime). Tindak pidana (crime) secara umum dapat
diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm) yang kemudian mengakibatkan
lahimya pertanggungjawaban pidana atau criminal liability.* Kriminalisasi
memiliki beberapa faktor penentu, yaitu :*°
1. Tindakan yang dilakukan memiliki akibat kerugian yang dapat diterima oleh
akal (secara rasional tindakan yang dilakukan berakibat pada kerugian).

2. Adanya toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan bertindak dan
bertanggung jawab atas setiap tindakan yang telah dilakukan oleh individu.

3. Kepentingan dan kerugian yang telah diakibatkan, sudah tidak dapat diatasi
atau dilindungi dengan cara yang lain (asas subsidiaritas).

4. Adanya hubungan di antara kerugian, toleransi dan sanksi pidana yang
diancamkan (asas proporsionalitas).

5. Kepentingan hukum yang akan dilindungi, telah memiliki hubungan yang
jelas dengan asas-asas kesalahan yang menjadi sendi utama dari hukum

pidana.

*Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, 1979, him.
114,
0 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, diakses pada hitp;/anggara files. wordpress.com.
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6. Sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat ditegakkan secara praktis dan

efektif, sehingga dampak yang diakibatkan dapat dirasakan pada sebuah

prevensi umum.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan
dengan moral kemanusiaan dan kejahatan merupakan suatu perbuatan atau
tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh
rakyat.!! Kejahatan berdasarkan Black s Law Dictionary diartikan sebagai

“crime is a sosial harm that the law makes punishable; the breach of a
legal duty treated as the subject-matter of a criminal proceeding”

(kejahatan merupakan kerugian sosial sehingga hukum akan memberikan sanksi
terhadap setiap pelanggaran kewajiban hukum yang dijadikan sebagai materi dari
tuntutan pidana).42 Kejahatan menurut Huge D. Barlow diartikan sebagai tiap
kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan yang menimbulkan begitu
banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu
berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam

bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.’ Kejahatan

menurut Kimball sebagai

41 Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Refika
ditama, Bandung, 2004, him. 52. N - .
i ll}erllry Ca,ampbell Black, Black's Law Diqtiomry, 7th Edition, Editor in Chief: Bryan A. Gamer,
St. Paul ~-West Group Publishing Co, Minnesota, 1999, him. 380.
4 Apdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlidungan Terhadap Korban
Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001,

him. 52.
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“an actor, with a guilty mind (mens rea), who causes harm in particular
way or setting, and a lawmaker who has decreed that these circumstances expose
the actor to imposition of fine, imprisonment, or death as a penalty”

(seorang pelaku bersalah jika dengan pikirannya telah menyebabkan kerusakan
dalam cara tertentu, maka pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman denda,
penjara, atau hukuman mati)

Berdasarkan deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan
dan penyalahgunaan kekuasaan, sebagai resolusi PBB nomor 40/34 tanggal 29
November 1985, korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun
kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan
emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar
mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum
pidana yang dilakukan di dalam negara anggota, termasuk hukum yang melarang
dalam penyalahgunaan kekuasaan.*’

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu
kejahatan, karena perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi
korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara
korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat dari perbuatan pelaku
yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku

menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.46 Kerugian yang dialami

Mganford H. Kadish (ed.), Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 1, The Free Press: A
Division of Macmillan Inc, New York, 1983, him. 302. .

% Hak cipta ialah hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan
dan untuk mencetak dari suatu karya asli (Black’s Law Dictionary). o

4 gamuel Walker, Sense and Nonsense about Crime, A Policy Guide, Brooks/Cole Publishing
Company, Monterey — Califomia, 1985, him. 145.



25

oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu berupa kerugian
materiil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah
kerugian atau dampak secara psikologis.*’

Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat
adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang
dapat diterapkan dalam kehidupan manusia (sebagai Applied Theory). Hal ini
dapat dilihat dari salah satu terjemahan istilah Intellectual Property Rights
dalam konsep harta kekayaan yang menjelaskan, setiap barang selalu ada
pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai
hak atas barang kekayaannya yang lazim disebut hak milik. Istilah “kepemilikan”
lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkrit dan bukan
menunjuk pada suatu “harta kekayaan” yang abstrak.*

Hak atas kekayaan intelektual dalam konsep hukum perdata, maka hak
atas kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak kebendaan yang dapat
dikuasai sebagai hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata. Hak
milik dalam hukum perdata diartikan sebagai barang yang berada dalam

kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna berdasarkan hukum yang

berlaku.*”’

47 Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Norma dan Realita, http://www.akademik unsri.ac.id, diakses pada 16 Februari 2010 12:50

B.
“ XV}Iunad M. Ramli, HAKI : Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan

Rahasia Dagang), Mandar Maju, Bandung, 2000, him. 24.
* Ibid.
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Pemilik benda imaterial dari hak atas kekayaan intelektual secara hukum
memiliki wewenang yang penuh terhadap hak yang dimilikinya, selaras dengan
pandangan Aristoteles dalam teori hak distributif yang memberikan hak dan

kewenangan kepada seseorang sesuai dengan jasanya,*’

selain selaras dengan

asas-asas hak kebendaan secara umum, seperti:Sl

1. Merupakan hukum memaksa (dwingendrechf) , dalam arti hukum yang
berlaku, tidak boleh disimpangi dan wajib dipatuhi oleh setiap orang.

2. Dapat dipindahkan, dalam arti hak kebendaan yang melekat pada karya cipta
hak atas kekayaan intelektual dapat dipindahkan atau dialihkan haknya kepada
orang lain.

3. Bersifat individualitas, dalam arti setiap pencipta, dapat memilih jenis benda
yang akan dilekatkan hak kebendaan.

4. Bersifat mutlak, dalam arti pemilik hak dapat mempertahankan haknya dari
orang lain (droit de suite).

5. Hak kebendaan dapat dihadapkan pada hak perorangan, dalam arti hak yang

hanya berlaku dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak lawannya dalam

perjanjian (lisensi).

Di samping berlakunya asas-asas dalam hukum kebendaan terhadap hak
atas desain industri, hak atas desain industri juga memiliki asas-asas pokok yang

tersendiri, yaitu:s2

50 Krisnajadi, Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum, STHB, Bandung, 1998, him. 14.
51 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, IndHill-Co, Jakarta, 2002, him. 33-34
52 QK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo

Perkasa, Jakarta, 2004, him. 477.
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1. Asas publisitas, dalam arti adanya hak desain industri didasarkan atas

pengumuman atau publikasi yang masyarakat umum dapat mengetahui
keberadaan desain industri tersebut, sehingga hak atas desain industri
diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.

2. Asas kemanunggalan (kesatuan), dalam arti hak atas desain industri tidak
boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen
desain yang didaftarkan.

3. Asas kebaruan (novelty), dalam arti hak atas desain industri tetap melekat
pada pendesain apabila desain yang diciptakan belum diketahui oleh
orang/masyarakat sebelumnya, sehinggga nilai kebaruan dapat hilang apabila

telah dipublikasikan, dengan berbagai caranya masing-masing.

Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah menjelaskan, hak atas kekayaan
intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan
daya pikir manusia yang diekpresikan kepada khalayak umum dalam berbagai
bentuknya yang memiliki manfaat serta guna dalam menunjang kehidupan
manusia, selain menmiliki nilai ekonomis. Hak atas kekayaan intelektual memiliki
nilai ekonomis yang terkandung berupa, hak ekonomi yang merupakan hak untuk
memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual dan hak moral yang
berkaitan dengan kepentingan pribadi atau reputasi pencipta/ penemu/

.53
pendesam.5

b 4 2 F3
$3 Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Op. Cif, him. 20.
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Terdapat beberapa teori yang berkembang dalam rangka perlindungan

terhadap hak atas kekayaan intelektual, yaitu:**

1.

atas kekayaan intel

Reward Theory, dalam arti pengakuan dan penghargaan perlu diberikan oleh
masyarakat atas usaha dan keberhasilan seseorang dengan memberikan
perlindungan kepada pencipta/ penemu/ pendesain atas karya-karyanya.
Recovery Theory, dalam arti penemu/ pencipta/ pendesain perlu diberikan
kesempatan untuk memperoleh dan meraih kembali apa yang telah
dikeluarkannya, seperti pemikiran, waktu, tenaga dan uang.

Incentive Theory, dalam arti penemu/ pencipta/ pendesain memerlukan
insentif agar dapat melakukan kegiatannya.

Expanded Public Knowledge Theory, dalam arti pentingnya publikasi dari
penemu/ pencipta/ pendesain dalam bentuk dokumen secara mudah tersedia
untuk umum, guna melaksanakan riset lebih lanjut.

Risk Theory, dalam arti hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil suatu
penelitian yang mengandung risiko, karena usaha-usaha yang bersifat
perintisan banyak dipengaruhi oleh langkah-langkah yang keliru dan arah
yang salah, sehingga pencipta/ penemu/ pendesain perlu dilindungi dari risiko-

risiko yang ada.

Desain industri yang merupakan salah satu bagian dari perlindungan hak

ektual berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPs

yang menyatakan bahwa, setiap negara yang telah melakukan ratifikasi, negara-

54 Ranti Fauza Mayana, Op. Ci

t, him. 44-45.



29
negara tersebut wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa
desain produk industri yang baru atau asli, menentukan bahwa suatu desain tidak
baru atau asli (jika desain dimaksud tidak secara jelas berbeda dengan desain atau
kombinasi desain yang telah ada), menetapkan bahwa perlindungan yang
diberikan tidak mencakup desain yang memiliki pertimbangan teknis atau fungsi
serta memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap desain industri,
meskipun setiap negara peratifikasi masih dapat menetapkan ketentuan-ketentuan
pengecualian secara terbatas terhadap perlindungan yang diberikan kepada para

pelaku desain produk industri, selama tidak bertentangan dengan kepentingan
yang wajar bagi para pendesain.”’

Perlindungan diberikan terhadap desain industri yang diciptakan dengan
memiliki nilai kebaruan dan keaslian yang dibuktikan dengan tidak adanya
persamaan dengan pengumuman/pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Nilai
kebaruan dan keaslian desain industri dapat dilihat dari dua (2) parameter yang
terpisah, yaitu berdasarkan parameter pengamatan orang awam dan berdasarkan

. . . 56
parameter kebaruan itu sendiri,

sedangkan pengumuman atau pengungkapan
secara umum dapat diartikan sebagai suatu produk yang tidak sama atau tidak
persis sama dengan produk yang telah dikenal sebelumnya.’’

Berdasarkan isi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri, maka

desain industri telah diartikan sebagai:

38 gy 21, i
36 {,bl:;lhf’j[g:\ \zk?a::;, The Flow Chart of Design Patent Infringement, 87 J. Pat. & Trademark OfT,

soc'y 76, 2005, him. 765. . . il
2 z;)zl')rud:lin, Pengenalan dan Pemahaman Tentang Desain Industrl, Departemen Pendidikan

Nasional, Dirjen Dikti, Dir.Binlitabmas, Jakarta, 2000, him. 2.



30

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi
garis dan wama, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk
tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri
menjelaskan, “Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak
lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

Black’s Law Dictionary mengartikan desain industri sebagai bentuk,
konfigurasi, pola atau ornament yang digunakan dalam proses industri, dan sering
digunakan sebagai penciri penampilan suatu produk.®® World Intellectual Property
Organization (WIPO) memberikan pengertian desain industri sebagai
“Any composition of lines or colors or any three dimensional form, whether or
not associated with lines or colors, is deemed to be an industrial design, provided
that such composition or forms gives a special appearance to a product of
industry or handycraft and can serve as a pattern for a product of industry or
handicraft”

(Setiap komposisi garis atau warna atau bentuk tiga dimensi, baik atau tidak

terkait dengan garis atau warna, dianggap desain industri, asalkan bentuk

5% Henry Campbell Black, Op.cit, him. 791
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komposisi atau memberikan penampilan khusus untuk produk industri atau
kerajinan tangan dan dapat berfungsi sebagai pola untuk produk industri atau
kerajinan tangan).*

Desain industri merupakan pola yang digunakan dalam proses pembuatan
barang baik secara komersial dan berulang-ulang. Karakter penggunaan berulang
adalah suatu pembeda dari kreasi dalam hak cipta. Karakter yang lain sebuah
desain industri adalah adanya hubungan dengan estetika, keamanan, dan
kenyamanan dalam penggunaan suatu produk, sehingga mendukung dalam
pemasarannya.%

Hak desain industri yang dimaksud adalah hak eksklusif pendesain
terdaftar yang diperoleh dari negara. Diperolehnya hak kekayaan atas desain
industri sebagai konsekuensi telah terdaftarnya desain tersebut, schingga
pemegang hak desain industri memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan hak
desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau
mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, kecuali pemakaian desain
industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.®"

Berdasarkan ketentuan teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri

(selanjutnya disebut sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Desain

Industri), pemeriksaan subtantif merupakan pemeriksaan terhadap permohonan

pada September 2, 2007, 14:09.

Djubaedilah, op. cit, him. 220.
ain Industri.

% hitp://www.wipo.int, diakses
6 Muhamad Djumhana dan R.
61 pasal 9 Undang-Undang Des
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perlindungan desain industri dari aspek kebaruan desain industri yang
dimohonkan dan memastikan, tidak adanya pertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.®?
Pemilik hak tersebut memperoleh perlindungan hukum untuk kepentingan pribadi
atau kelompok yang merupakan subjek hukum, sehingga yang dilindungi dalam
kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya dan bukan jelmaan dari hak
tersebut.%®

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Desain Industri, telah
memberikan perlindungan terhadap pemegang hak desain industri yang memiliki
hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, selain
perlindungan pemilik hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan
barang yang diberi hak desain industri, kecuali penggunaan desain industri
tersebut, ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri®
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Desain Industri telah memberikan
perlindungan bagi pemilik hak desain industri ketika melakukan proses
pendafiaran hak desain industri yang dimilikinya, selaras dengan Pasal 54 jo Pasal
8, 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menjelaskan,
pendesain masih tetap memiliki hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam
Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain

Industri, walaupun hak desain industri tersebut telah dilakukan proses pengalihan

2 penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000,

% Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, him. 9,
%4 pasal 54 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.



33

hak kepada pihak lain. Perlindungan langsung diberikan kepada pemilik hak atau
pendesain terhadap kerahasiaan hak, ketika melakukan proses pendaftaran hingga
disetujuinya permohonan pendaftaran oleh pegawai Direktorat Jenderal yang
berwenang 5

Ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana terhadap perlindungan
hak atas kekayaan intelektual di bidang desain industri garmen, penerapan
ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dan hak desain industri telah
menerapkan dua (2) jenis sanksi pidana bagi para pelakunya, yaitu:
1. Sanksi pidana penjara atau sanksi kurungan yang diterapkan selama satu (1)
hingga tujuh (7) tahun oleh Undang-Undang Hak Cipta dan selama satu (1)
tahun hingga empat (4) tahun oleh Undang-Undang Desain Industri.
Sanksi pidana denda yang diterapkan sebesar RP. 1,000,000,00- hingga Rp.
1,500,000,000,00- oleh Undang-Undang Hak Cipta dan denda Rp.

45,000,000,00- hingga Rp. 300,000,000,00- oleh Undang-Undang Desain

Industri.

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir di atas, maka untuk meneliti,
mengetahui, memahami dan menganalisis komitmen Indonesia terhadap
Persetujuan TRIPs-GATT dan perlindungan yang efektif terhadap pendesain yang
secara khusus mempunyai hak eksklusif, penelitian yang telah dilandasi dengan

kerangka berpikir, akan dilakukan secara sistematis dan metodis untuk meninjau

¢ Sanksi pidana penjara paling lama selama satu (1) Tahun atau denda sebesar Rp. 45,000,000,00-
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berbagai macam pelanggaran, baik berbentuk penjiplakan, pembajakan ataupun

peniruan yang sangat merugikan bagi masyarakat dan pendesain.

1.6. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian secara objektif dan ilmiah yang
mempertimbangkan unsur-unsur ilmu pengetahuan, penelitian dilakukan secara
sistematis, metodis dan konsisten,% Bagian ini akan memaparkan mengenai
metoda yang digunakan dalam penelitian yang disertai dengan konsep-konsep
teoritis yang melandasinya, sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, dalam arti penggambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta®” terhadap permasalahan
tindak pidana desain industri garmen, baik tindak pidana desain industri garmen
dari sebab terjadinya, akibat yang dihasilkannya maupun dari sisi rehabilitasi
terhadap korban dari tindak pidana desain industri garmen di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
Agreement  Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Desain Industri,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut
sebagai Undang-Undang Hak Cipta), serta peraturan perundang-undangan berlaku
lainnya yang dapat mendukung penelitian terhadap tindak pidana desain industri

garmen di Indonesia.

66 K hudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UMS,

Surakarta, 2004, him. 3. . .
67 Sumadi, Metode Penelitian, Rajawali, Jakarta, 1988, him. 19.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif dan preskriptif. Sifat penelitian deskriptif
karena penelitian ini dilakukan untuk mencari data seteliti mungkin dan lengkap
mengenai unsur-unsur tindak pidana desain industri garmen yang dapat membantu
mengkaji teori lama untuk membangun teori baru mengenai sistem pemidanaan
yang tepat terhadap tindak pidana desain industri garmen yang terjadi di
Indonesia.

Bersifat deskriptif, karena penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan,
menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar unsur-unsur tindak pidana desain
industri garmen di Indonesia.*®

Bersifat penelitian preskriptif, karena penelitian dilakukan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi

masalah-masalah unsur-unsur tindak pidana desain industri.®

3. Teknik Pendekatan

Penelitian  dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang
menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian,-'0 serta pendekatan secara
normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis

normatif-kualitatif. 71 Menurut Soetandyo, bahwa terdapat tiga (3) tipe pendekatan

68 s Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, him. o

o MO}_‘- :Ioa?;;kanto Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Gmﬁndo‘ Persada,
Soeakr]ano 1995 him. 10, Lihat juga Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam
;’cnarggulaﬂg;" Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarang, 1994, him. 73.

70 s .
7 ;blgl',pramo Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, him. 3.
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atau penelitian hukum yang normatif, yaitu penelitian yang berupa inventarisasi
hukum positif, penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar
falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif serta penelitian yang berupa usaha
penemuan hukum inconcreto yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian suatu
perkara hukum tertenty ™

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus terhadap satu jenis
pendekatan, tetapi bentuk pendekatan dalam bentuk lainnya dapat digunakan
untuk mendukung proses penelitian, karena dalam praktik, dinamika sosial sangat
membutuhkan kombinasi berbagai metode pendekatan, meskipun masih tetap
didominasi oleh satu disiplin ilmu.”

Teknik pendekatan yuridis normatif yang digunakan, mencakup
inventarisasi terhadap hukum pidana positif, penemuan asas-asas dan dasar- dasar
falsafah, termasuk melakukan pendekatan komparasi tentang tindak pidana desain
industri garmen yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara yang selanjutnya
untuk menemukan konsep yang ideal terhadap perlindungan desain industri

garmen dari tindak pidana hak atas kekayaan intelectual. ™

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam
mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti pengumpulan bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dilakukan dalam dua tahap,

7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-4, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990, him. 10.

73Sunaryati Hartono, Kembali ke Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran, Bandung, 1984, him. 34.

4 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, him. 13.
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yaitu tahap penelitian kepustakaan (library research) dan tahap penelitian
lapangan (field research) yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai beri kut:”
a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa:™

. Bahan hukum primer, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta norma-norma hukum
yang tidak dikodifikasikan yang dapat mendukung penelitian terhadap
tindak pidana desain industri garmen.

2. Bahan hukum sekunder, seperti rancangan peraturan perundang-undangan,
hasil penelitian para ilmuan hukum, serta jumal dan karya ilmiah yang dapat
mendukung penelitian terhadap tindak pidana desain industri garmen.

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedi, bibliografi, serta indeks
kumulatif yang mendukung penelitian terhadap tindak pidana desain industri
garmen.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam mencari bahan yang ditujukan untuk mendukung dan menunjang
bahan hukum yang telah didapatkan dari studi kepustakaan, maka dilakukan studi
lapangan untuk mendukung penelitian kepustakaan yang telah dilakukan
dimaksud. Penelitian lapangan ini, dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap
tindak pidana desain industri garmen yang terjadi di Indonesia, pengamatan

terhadap tindak pidana desain industri garmen yang terjadi di beberapa negara,

75 Johnny Ibrahim, 7eori dan Merode Penclitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, him.

241.
" peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 141. Lihat juga
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 106,
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baik dari segi unsur-unsur perlindungan desain industri garmen maupun dari segi
sistem perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual desain industri

garmen yang dimiliki dan dianut oleh masing-masing negara.

S. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan, ialah teknik analisis normatif kualitatif
yang diawali dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin,
yurisprudensi dan nilai normatif yang berlaku di masyarakat, serta akan dianalisis
secara normative kualitatif yang menginterpretasikan secara kualitatif dan
menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang
berhubungan dengan tindak pidana desain industri garmen,”” sehingga ditemukan
hukum yang dapat diterapkan secara ideal terhadap permasalahan tindak pidana

desain industri garmen yang terjadi di Indonesia sebagai hukum inconcreto.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kanwil Perdagangan dan Perindustrian
Propinsi Jawa Barat, Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual,
Perpustakaan Universitas Islam Bandung, perpustakaan fakultas hukum pada
beberapa universitas, serta lokasi lainnya yang dapat mendukung penelitian

terhadap tindak pidana desain industri garmen di Indonesia yang sedang

dilakukan.

77 Ronny Hamitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, him. 93,
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